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ABSTRAK

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah
manajemen pajak, yaitu upaya untuk Optimalkan pajak Anda secara legal. Tujuan dari
manajemen pajak adalah untuk menerapkan undang-undang perpajakan dengan benar, serta
memaksimalkan pendapatan dan likuiditas.
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PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satunya di mana perpajakan merupakan sumber utama penda-
patan pemerintah. Karena pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam perekonomian, khu-
susnya di Indonesia, sumber pembiayaan pemerintah. Baik pemerintah federal maupun kota
menggunakan sumber ini untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah berusaha untuk
melakukan setiap perbaikan dalam melaksanakan pembangunan suatu negara. Pembangunan
nasional adalah proses berkelanjutan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan material dan
spiritual masyarakat. (Waluyo: 2013: 2).

Setiap bisnis, termasuk perusahaan manufaktur, jasa, dan perdagangan, Siapa Mereka
memenuhi Kriteria wajib pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan tidak dapat dipisah-
kan dengan kebutuhan membayar pajak. Pada kenyataannya kepentingan pembayar pajak dan
kepentingan pemerintah tidaklah sama. Wajib Pajak berusaha untuk mengeluarkan pajak
mereka sesedikit karena hal itu menurunkan kemampuan ekonomi mereka.Sementara peme-
rintah membutuhkan uang untuk menjalankan negara, sebagian besar uang itu berasal dari
pajak pendapatan. Karena adanya disparitas kepentingan ini, wajib pajak seringkali mengura-
ngi kewajiban perpajakannya dengan cara yang sah dan tidak sah. Itu layak jika ada
kemungkinan yang dapat dimanfaatkan, serta karena kelemahan dalam undang-undang

perpajakan dan sumber daya manusia (otoritas fiskal).

Untuk dapat mempertahankan kinerja bisnis dan tetap beroperasi agar dapat berfungsi
dengan baik, sumber daya perusahaan harus digunakan secara efektif dan efisien.. Mengelola
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tanggung jawab perpajakan dengan benar dan efisien merupakan salah satu pendekatan untuk
dapat menggunakan sumber daya secara bijaksana dan efektif serta mencegah terjadinya
pemborosan yang ditimbulkan akibat dikenakan denda dan bunga yang dikenakan oleh otori-

tas pajak.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah
manajemen pajak, yaitu upaya untuk Optimalkan pajak Anda secara legal. Tujuan dari mana-
jemen pajak adalah untuk menerapkan undang-undang perpajakan dengan benar, serta
memaksimalkan pendapatan dan likuiditas (Suandy, 2011). Tujuan pengelolaan Fungsi terse-
but dapat digunakan untuk mengumpulkan pajak, yang meliputi tax planning atau perencana-
an pajak implementasi pajak atau implementasi pajak dan pengendalian pajak atau tax control
(Zain, 2007).

Perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak (WP) untuk mengatur semua tin-
dakan keuangan untuk mendapatkan potongan pajak paling sedikit. Dalam teori, Perencanaan
pajak yang efektif adalah jenis perencanaan pajak., yang didefinisikan sebagai wajib pajak
yang berusaha menghemat uang melalui tindakan penghindaran pajak yang sistematis sesuai
ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana direvi-
si dalam berbagai kesempatan, terakhir dengan undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008, dengan ini disebut Undang-Undang PPh. 1984, dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2)
tentang jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak pasal final, pasal 4 ayat (3) ten-
tang jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak, pasal 4 dan pasal 6 ayat ( 1)
tentang biaya — biaya yang dapat dikurangkan, dan pasal 9 ayat (1) tentang biaya yang tidak
dapat dikurangkan.

Perencanaan pajak dalam suatu usaha dapat dilakukan dengan mencari peluang peng-
hematan pajak dengan cara memaksimalkan dan memanfaatkan penghasilan yang tidak
dikenai pajak pendapatan, meningkatkan biaya yang dikeluarkan pengeluaran yang dapat
dikurangkan, seperti memberikan tunjangan berupa uang, dan memaksimalkan biaya fiskal,

yang menghasilkan Pajak Penghasilan

PT. Putra Bungsu merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa memproduksi

komponen alat berat / sheet metal working equigment yang memproitaskan keuntungan.
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Keuntungan akan berkurang sebagai akibat dari pengeluaran perusahaan. Beban pajak
penghasilan yang harus ditanggung korporasi adalah salah satu beban. menentukan laba

bersihnya.

Manajemen dapat melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan
dengan mengoptimalkan pembayaran pajak, seperti menilai beban pajak yang harus dibayar
dan membuat Tax Planning untuk pembayaran pajak. Dengan demikian, Tax Planning
diprediksi menjadi salah satu langkah untuk memaksimalkan pembayaran pajak bisnis akan

berdampak pada laba bersih perusahaan.

Table 1. Pajak Penghasilan (PPh 25) sebelum dan sesudah
perencanaan Pajak Tahun 2022

Tahun 2022 Sebelum perencanaan | Setelah perencanaan

Pajak Penghasilan (PPh) 25 Rp. 116.147.494 Rp. 110.400.694
Sumber : Pajak Penghasilan (PPh) 25 PT. Putra Bungsu

Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak yang tepat dan

kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, biaya pembayaran pajak dapat dikurangi.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan tanya jawab secara langsung
kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang dijadikan narasumber adalah konsultan
pajak terkait. Pengumpulan data observasi dilakukan dengan cara mengamati dan praktek
pada onjek yang menjadi bahan penelitian. Pengumpulan data dilakukukan dengan cara me-

ngambil dan mengumpulkan data penelitian dari buku dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT Putra Bungu.
Manajer harus terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan yang matang berdasarkan

metode, strategi, atau logika untuk memenuhi tanggung jawab pajak perusahaan komprehen-

sif, tepat, atau tepat waktu ketika menggunakan perencanaan pajak (Tax Planning). Mengenai

penggunaan perencanaan pajak (tax planning) oleh PT. Putra Bungsu, seperti memaksimal-

kan pengeluaran fiskal dan menghindari biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pe-

ngurang.
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Table 1. Laba Rugi Komersil dan Fiskal PT. Putra Bungsu
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Sumber PT. Putra Bungsu
Langkah penerapan perencanaan Pajak pada PT. Putra Bungsu.

Langkah yang dilakukan untuk menerapkan perencanaan pajak yaitu melakukan
pengecekan terhadap akun pada laporan diatas, dengan ketentuan dasar Undang-undang
perpajakan. Akun-akun Pada laporan laba rugi kena pajak adalah sebagai berikut.

1. Penjualan PT. Menurut undang-undang perpajakan, PT.Putra bungsu adalah Rp.
10.097.338.000 sehingga tidak diperlukan penyesuaian fiskal.
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2. Biaya pengangkutan penjualan termasuk bongkar muat serta pengiriman. Tugas ini
adalah untuk mengemas atau memuat barang sampai prosedur pengiriman tiba di
lokasi pelanggan. Ini Rp. Biaya 200.335.500 tidak perlu dilakukan penyesuaian fiskal
karena dikurangkan dari penghasilan kena pajak karena terkait lurus dan dengan usaha
memperoleh, menagih dan mempertahankan pendapatan.

3. Biaya hiburan dan relasi sebesar Rp. 6.099.300 harus disesuaikan dengan nilai fiskal
sebesar Rp. 575.000,-. Pengeluaran ini, Menurut Kode Pajak, digunakan sebagai
pengurang bruto; rincian biaya yang dikoreksi meliputi:

1) Menawarkan hutang pernikahan sebesar Rp 500.000
2) Beli tiket undangan seharga Rp 75.000.

4. Biaya komisi sebesar Rp 102.351.000 merupakan diskon pembelian yang ditawarkan
kepada konsumen yang sesuai dengan Kriteria tertentu. Pengeluaran ini tidak perlu
disesuaikan secara ekonomi karena terkait langsung dengan upaya untuk memperoleh,
menagih, dan mempertahankan pendapatan.

5. Pengeluaran operasional lainnya sebesar Rp 242.750 dikeluarkan untuk diskon klien.
Pengeluaran ini tidak memerlukan koreksi fiskal karena terkait langsung dengan
upaya memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan.

6. Beban gaji harus dikoreksi pajak sebesar Rp. 20.961.565,- yang digunakan untuk
menutup PPh Pasal 21 bagi karyawan karena tidak diperbolehkan sebagai pengurang
penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan. THR, Insentif dan Bonus
merupakan tunjangan tunai diberikan kepada pekerja yang tidak perlu dilakukan
penyesuaian fiskal dalam arti dapat dibebankan sebagai beban perusahaan dan
merupakan penghasilan yang termasuk ketika datang ke gaji karyawan.

7. Biaya perjalanan dinas adalah biaya diberikan untuk perjalanan bisnis oleh karyawan
seperti makan, bensin, parkir, tol, dan biaya lain yang dikeluarkan selama perjalanan
dinas sebesar Rp. 16.825.500 yang diganti dengan pendapatan perusahaan.

8. Beban Gaji sebesar harus disesuaikan secara finansial sebesar Rp. 20.961.565,- yang
digunakan untuk menutup PPh Pasal 21 bagi karyawan karena tidak diperkenankan sebagai
pengurang penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan. THR, Insentif, dan Bonus adalah
kriteria tunjangan finansial dan nonmoneter yang ditawarkan kepada karyawan. Tidak
diperlukan pembetulan fiskal karena dapat dibebankan sebagai beban perusahaan

dan menghasilkan pendapatan yang termasuk dalam komponen gaji karyawan.
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Biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp 1.318.880 tidak disesuaikan secara fiskal
karena terkait erat dengan kegiatan perusahaan dan tidak melebihi batasan yang
wajar.

Menurut undang-undang perpajakan, biaya IPEDA, IREDA, dan PBB (Pajak Bumi
dan Bangunan) sebesar Rp3.948.167 dapat dikurangkan dari penghasilan, namun
pajak penghasilan tidak dapat dipungut.

Pengeluaran bea pos dan materai dapat dikurangkan dari penghasilan Ini karena
terkait langsung dengan tindakan. penghasilan yang wajib dikenakan pajak, sesuai
dengan peraturan perpajakan.

Beban telekomunikasi sebesar Rp 12.296.765 tidak dikenakan koreksi fiskal karena
dibuktikan dengan bukti-bukti dan berkaitan dengan pendapatan perusahaan.

Tagihan listrik dan air tidak dianggarkan karena sangat penting bagi operasional
perusahaan.

Biaya barang cetakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusa-
haan seperti buku kwitansi, dokumentasi perjalanan, dan sebagainya yang di-
perlukan oleh perusahaan tetapi tidak memerlukan koreksi fiskal.

Beratnya persyaratan fotokopi tidak dikoreksi secara fiskal, padahal berat ini sangat
penting. bagi operasional perusahaan.

Biaya perlengkapan kantor menunjukkan pembelian PT. Pulpen, pensil, peta, dan
lain-lain dimanfaatkan putra bungsu perusahaan itu untuk tugas-tugas operasional.
Semua biaya tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan pajak pasal 6 ayat (1).
Biaya inventaris kecil tidak disesuaikan secara fiskal karena sangat penting untuk
menjalankan bisnis.

Biaya pemeliharaan persediaan sebesar Rp 1.077.400 tidak dikoreksi secara fiskal
karena terkait erat dengan aktivitas perusahaan dan tidak melebihi batasan yang wajar.
Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga seperti kopi, teh, gula dan tisu toilet
berjumlah Rp. 3.321.270 (belum dikoreksi).

Biaya perijinan, yaitu ijin pemasangan neon box (papan nama usaha), total Rp.
1.850.000 (belum dikoreksi).

Pengeluaran umum kendaraan, termasuk bensin, perawatan, registrasi, dan biaya
suku cadang berjumlah Rp. 13.114.225,- tidak dilakukan pembetulan fiskal karena

terkait langsung dengan kegiatan korporasi dan tidak melampaui batas kewajaran.
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22. Karena digunakan untuk meningkatkan upaya perusahaan untuk mendapatkan, meng-
umpulkan, dan mempertahankan pendapatan, biaya konsultasi dan keahlian sebesar
Rp 22.800.000 dapat dikurangkan dari pendapatan.

23. Biaya administrasi dan bunga bank dikurangkan dari penghasilan bruto.

24. Biaya asuransi sebesar Rp 9.055.084 dapat dikurangkan dari penghasilan.

25. Biaya iuran Rp 999.200 harus diperbaiki secara finansial karena biaya yang dikelu-
arkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak

Berikut setelah diterapkannya perencanaan Pajak Penghasilan (PPh 25) PT. Putra Bungsu.
Tabel 2. perencanaan Pajak PPh (25) PT. Putra Bungsu 2022

| PT PUTRA BUNGSU
Z, SHEET METAL WORING, HEAYY EQUIPMENT PARTS
Laba Komersial Rp. 532.838.378
Koreksi Fiskal

Beda Tetap

Bada Waktu Rp (2.152.500)
Jumlah Eoreksi Fizkal Ep 2.152 500
Penghasilan Kena Pajak Rp 330.685.878
PPh Terutang 22% X REp330.685.387 Rp 116.750.785
Jumlah PPh vang terutang Bp 116750785
Eredit Pajak: Bp 6350091
PPh 23 Rp. 63500091
PPh Kurang Bayar Rp. 110.400.694

Sumber: Laporan Keuangan PT Putra Bungsu

Kendala yang dialami dalam menerapkan Tax Planning pada PT. Putra Bungsu

Kendala dalam menerapkan Tax Planning
Adanya perencanaan pajak memudahkan Perusahaan meminimalkan pengeluaran pembayaran
pajaknya. Namun, ada berbagai kesulitan untuk mengatasi, termasuk

a) Peraturan Perundang undangan yang selalu berubah ubah menjadi hambatan dalam
melaksanakan perencanaan pajak.
b) Tidak adanya karyawan/pegawai yang tau tentang perpajakan dan hanya mengandal-

kan jasa konsultan Pajak saja pada PT. Putra Bungsu

SIMPULAN
Menurut data dan fakta seperti yang dinyatakan sebelumnya, simpulan yang dapat

diambil yaitu dengan perencanaan pajak yang efektif akan dapat menjadi salah satu metode
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pengurangan yang paling efisien pengeluaran pembayaran pajak pada PT. Putra Bungsu.
Dengan di terapkanya perencanaan Pajak pada PT. Putra Bungsu, sehingga laba kena pajak-
nya juga kecil dan pengeluaran pembayaran pajaknya juga kecil. Dari pembahasan dilakukan
terhadap perencanaan pajak yang digunakan oleh PT. Putra Bungsu ternyata PT. Putra
Bungsu tidak ada pelanggaran dengan tetap mematuhi semua aturan Perpajakan dan kenteun
ketentuan umum Perpajakan.
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